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" HUKUM INTERNASIONAL
SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAT
MASYARAKAT INTERNASIONAL®

Sri Setianingsih Sqwar&i'

Menurut penulis artikel ini, munculnya ne-
gara-negara baru merdeka dan timbulnya orga-
nisasi-organisasi internasional pasca Perang
Dunia II telch memberi pengaruh pada kon-
sep-konsep hukum internasional. Perubahan-
perubahan yang mendasar itu mengakibatkan
perubahan struktur hukum internasional, yang
pada akhirnya mendesak perlunya pengaturan-
pengaturan internasional yang merupakan har-
monisasi pelbagai kepentingan dalam masya-
rakat internasional. Dan pengaturan-peng-
aturan yang demikian dituangkan dalam per-
Janjian internasional.

I. Pendahuluan

Hukum secara umum mempunyai banyak pengertian, menurut Purnadi
dan Soerjono! maka paling sedikit ada 9 pengertian tentang hukum, yaitu:
Hukum sebagai ilmu pengetahuan
Hukum sebagai disiplin
Hukum sebagai kaedah
Hukum sebagai tata hukum
Hukum sebagai petugas (hukum)

Hukum sebagai keputusan penguasa

mmoOwE>

® Disampaikan pada mata kulish Filasfat Hukum, Program Pascasarjans Universitas Padjadjaran,
Bandung, 1993, )

! Pumadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Reningan Tentang Filsafai Hulkm, Lembaga Penclitian
Hukum Fakulias Hukum UNSRI, Palembang, 1978, hal. 2-3. .
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G. Hukum sebagai proses pemerintahan
H. Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap yang teratur

1. Huum Sebagai Jdminan Nilbi

Filsafat hukum tidak mencari arti hukum yang konkret, melainkan arti
hukum sebagai hukum, Filsafat hukum akan membahas tentang bagaimana
hukum it muncul, bagaimana tumbuhnya dan kearah mana tujuannya,?
Menurut Roscoe Pound® maka ada dua macam kebutuhan akan pentingnya
pemikiran secara filosofia tentang hukum.

Kedua macam kebutuhan tersebut adalah:

1. Kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum, sebagai suatu
kebutuhan akan adanya perdamaian dan ketertiban telah mendikte
permulaan hukum, telah mendorong manusia untuk mencari sesuatu
dasar yang pasti berupa aturan yang mengatur tindakan manusia yang
dapat menghalangi tindakan sewenang-wenang baik dari hakim maupun
dari individu, yang akhirnya dapat mendirikan suatu masyarakat yang
teguh dan mantap. .

2. Pada pihak lain tekanan kepentingan masyarakat tidak begitu mendesak,
namun ada kebutehan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan
dibidang keamanan umum dan membuat kompromi-kompromi baru
secara terus-menerus dalam masyarakat karena adanya perubahan-
perubahan yang terjadi dalam masyarakat secara terus-menerus dan untuk
itu diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Oleh karena itu selalu dirasakan
adanya keperluan untuk mengadakan perubahan-perubahan kaedah-
kaedah hukum dan menyesuaikannya dengan keadaan-keadaan, sehingga
hasilnya suatu hukum yang sempurna. A

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja‘ mengatakan sebagal benkut e,

. arti dan fungsi hukum, dapat kita katakan bahwa hu!.um meru-
pakan suatu "alar untuk memelihara ketertiban " dalam masyaraﬂar
mengingat fungsinya diatas sifar hukum pada dasarnya konservatif.
Artinya bersifat memelihara dan mempertahankan yang .1elah ter-

? Cardozo, Benyamin N., The Growth of The Law, New Haven: Yale University Press, 1961, hal.
24.

* Pound, Roscoe, An Iniroduciion To The Phr!ashophy of Law, New Haven and London: Yale
University Press, 1978, hal. 2-3.

* Mochiar Kusumaatmedja, Fungsi dan Perkembangan Hiukum dalom Pembangunan Na:rona.l’
Lembaga Penclition Hukum, dan Kriminclogi, Fakulian Hukum Unwemm PadJadJnran. Bandung,
Penerbit Binaeinta, hal. 11.
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capai,

Fungsi demikian diperiukan dalam setiap masyarakat, termasuk
masyarakat yang sedang membangun. Karena disinipun ada hasil-
hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

Akan tetapi masyarakat yang sedang membangung, yang dalam
definisl kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum
tidak cukup memiliki fungsi demikian saja ia harus dapat membantu
proses perubahan masyarakat itu.

Dalam pengertian "hukum" sebagai dikemukakan oleh Mochtar, terma-
suk hukum internasional.® Walaupun pada masa lampau ada pendapat yang
sangat extrem yang berpendapat bahwa hukum internasional bukan merupa-
kan hukum, tetapi lebih merupakan aturan tentang moral.®

Memang jika membandingkan hukum Internasional dengan hukum nasio-
nal, maka hukum internasional mempunyai kelemahan-kelemahan. Kele-
mahan-kelemahan tersebut adalah bahwa hukum internasional tidak mem-
punyai badan pembuat undang-undang, tidak ada pengadilan yang mempu-
nyai yurisdiksi memaksa, tidak adanya pemerintah pusat yang mempunyai
badan penegak hukum yang dapat memaksakan sanksi hukum, tidak ada
sanksi. Satu-satunya yang dapat dipertimbangkan: sebagai sanksi adalah
perang, tetapi itu bukan merupakan sanksi yang sebenarnya. Adanya badan
legislatif, badan yudikatif memang merupakan ciri-ciri yang jelas adanya
hukum positif yang efektif, namun tidak adanya badan-badan tersebut tidak
berarti tidak ada hukum. Dengan kata lain hukum internasional tetap meru-
pakan hukum,

Dengan diterimanya pendapat bahwa dalam "pengertian hukum termasuk
hukum internasional, maka dapat pula kita terima pendapat bahwa hukum
internasional adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat internasional.

Tulisan ini hendak membahas bahwa hukum internasional adalah sebagat
sarana pembangunan masyarakat internasional. Untuk dapat mengadakan
pembahasan maka cara pendekatan yang akan dipakai adalah cara pendekatan
teoritis dan praktis. Cara pendekatan ini adalah sama dengan cara pendekatan

* Mochtar Kusumeatmadja, Hikum, Masyarakat dan Pembinaan Hukiwn Nasional, Lembega
Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjarnn, Bandung, Pcnerbit
Binacipta, hal. 10. Mc Dougsl, Myress, World Public Order, New Haven: Yale Universily Preas, 19560,
hal. 159.

¢ Pendapat John Austin, baca pada Mochter Kusumaaimadjs, Pengantar Hukum Internasional, Buku
I Bagian Umum, Bandung. Binacipia, 1976, hal. 42-43_ Lili Rasjidi, Da.rar—Da:ar Filsafar Hukaem,
Bandung, Alumni, 1939, hel. 4042,

Nomor 4 Tahun XXVI




276 Hukum dan Pembangunan

yang dipergunakan oleh Mochtar Kusumaatmadja beliav mengatakan:
... cara. pendekatan terhadap hukwn internasional yang penulis
pergunakanjuga dibidang hukum lainnya dan terhadap masalah hu-
kum pada umumnya yang tidak semata-mata melihat hukum sebagai
suatu perangkat kaedah-kaedah dan asas-asas melainkan memper-
rautkannya dengan lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewu-
Judkan kaedah-kaedah tersebut dalam kenyataan.’

Cara pendekatan yang demikian dipengaruhi oleh pemikiran: formal analistis,
sociological, yurisprunce, policy oriented® dan mazhab. sejarah.®

Untuk kepentingan pembahasan - maka pemikiran-pemikiran' diatas akan
dipaparkan, sehingga kita dapat mempunyai gambaran yang jelasa.

II. Aliran-Aliran Formal Analistis, Sociological,
Yurisprudence, Policy-Oriented dan Mazhab Sejarah

1. Aliran Formal Analitis

. Pemikiran formal analisitis ini disebut juga dengan aliran positivisme.
Aliran ini mengidentikkan hukum dengan undang-undang, Satu-satunya sum-
ber hukum adalah Undang-undang. Di Jerman aliran ini banyak dianut, sar-
jana-sarjana seperti Paul Laband, Jelline, Rudolf von Jehring, Hans
Nawiasky dan Hans Kelsen.” Pemikiran yang demikian disebut dengan
positivisme yuridis. Positivisme yuridis berpendapat bahwa hukum itu
berlaku karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang ber-
wenang. Hukum dipandang hanya dari segi formalnya, artinya bentuk yuridis
hukum harus dipisahkan dari kaedah-kaedah materialnya. Isi material hukum
tidak-dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum. Isi hukum tergan-
tung pada situasi etis dan politis suatu negara, oleh karenanya.dipelajari
bukan oleh ilmu hukum, akan tetapi oleh ilmu pengetahuan lainnya.
Disamping positivisme yuridis ada positivisme sosiologis dimana hukum

7 Mochiar Kusumaeimadj, op.clr., {cat 5) hal. 7.
" Ibid, hal. 8

¥ Ibid, hal. 3-4.

' Lili Rasjidi, op. cir.. (cat 6) hal. 38.
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diselidiki sebagai gejala sosial. Aliran ini dipimpin oleh August Comte."

Aliran positivisme yuridis sebagaimana dikemukakan-oleh Austin. Austin
datam hal ini mengemukakan bahwa hukum buatan manusia thuman laws)
yang dibedakan dengan hukum yang dibuat oleh Tuhan (law of God) dibagi
ke dalam tiga katagori:

1. Hukum yang dibuat dengan tepat disebut hukum yang sebenarnya sebagai
hukum positif (laws property so called positive law).

2. Hukum bukan dalam arti yang sebenarnya sebagai hukum (law impro-
perty so called) misalkan hukum internasional.

3. Hukum yang dibuat oleh penguasa: (laws property so called), misalkan

Undang-undang.™
Menurut. Austin hukum yang dibuat oleh manusia sebagai hukum positif
mengandung didalamnya perintah {(commad) sanksi (sanction), kewajiban
(duty) dan kedaulatan (sovereignty). Pemikiran Austin tidak dapat diterapkan
dalam hukum internasional. Oleh karena itu:-ia berpendapat bahwa hukum
internasional bukan hukum dalam arti yang sebenarnya (law impropérly so
called).

Aliran Positivisme yang ‘lebih realistis dnkemukakan oleh Hart."” Hart
menguraikan ciri-ciri positivisme filsafat hukum dewasa ini, sebagai berikut:
l) Pengertian bahwa hukum adalah perintah dari manusia (commands of

human being)

2) Pengertian bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau

-hukum itu sebagaimana-adanya dan hukum yang seharusnya.

3) Pengertian bahwa analisis (studi mengenai arti) konsepsi hukum adalah
.a. mempunyai arti penting -
b. harus dibedakan dari penyelidikan:
-- historis mengenai sebab musabab
- dan sumber-sumber hukum
- sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosml
lainnya dan

N Theo Huubcrs. Fitsafar Hiksm Da.l'am leascm Sqarah Penerbit I(umsn.ls Cetakan k::mpal
1988. hal. 127-128.

2 Yudha Bhakii Ardhiwisastra, hnplikasi Beberopa Paham Filsafat Hukim Dalam Hulkam
Intemasional, Filsafat Hukum Mazheb dan Refleksinya (penyunting Lili Raesjidi, Arief Sidhana),
Bandung, Remaja Karya CV, 1989, hal. 236,

Y Van Hoof, G.1.H., Rethinking the Sources of Internasional, Proefschrifl, hal, 35, Lili Rasjidi,
op.cit {cat 6) hal. 39-40, Lili Rasjidi, Filsafat Huknm Apakah Hukaom fru?, Bandung Rcmn;n Karya cv,
1985, hal. 21.
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- penyelidikan hukum secara kritis atau -penilaian, baik yang

didasarkan moral, tujuan sosial, fungsi hukum dan lain-lainnya,

4) Pengertian bahwa sistem hukum adalah merupakan sistem yang logis,

tetap dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan hukum yang

benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alai-alat logika dari

peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa

memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral,

5) Pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat

atau dipertahankan sebagai kenyataan yang.harus dibuktikan dengan
argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian dan percobaan.

Dari data-data di atas maka aliran Pgsitivisme dapat dipergunakan oleh

teori-teori yang menerangkan berbagai aspek dari hukum.
Dengan singkat dapatlah kita katakan bahwa aliran Positivisme tidak ada
hubungan dengan nilai dan ide. Untuk aliran positivisme, nilai, ide apakah
itu politis atau etis atau sosiologis maupun historis tidak termasuk hukum.
Jadi ada pembedaan antara hukum yang ada (Law as it is) dan hukum yang
seharusnya (law as it ought to be). Aliran positivisme sangat mementingkan
stabilitas dan ketertiban. . . _

Austin sebagai bapak aliran positivisme pemikirannya kurang berpenga-
ruth terhadap hukum internasional, Berbeda dengan Austin maka Kelsen seba-
gai salah satu pemimpin paham aliran Positivisme, pendapatnya banyak ber-
pengaruh pada hukum internasional. Kelsen dengan teori murninya mengenai
hukum telah meletakkan asumsi dasar hukum terdiri dari hierachi dari
hubungan normatif. Teori Kelsen tentang struktur hierachi hukum atau
disebut juga struktur piramida dari teori murninya adalah merupakan suatu
model yang baik untuk menempatkan urutan pada hukum internasional, yang
dianggap sangat lemah dari segi struktur. Kelsen adalah sebagai pendiri
mazhab Wina. Menurut mazhab ini maka kekuatan mengikat kaedah hukum
internasional didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi, kaedah yang lebih
tinggi ini didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya
sehingga akhirnya sampai pada kaedah dasar (Grundnorm). Dalam hukum
internasional grundnorm itu adalah "pacta sunt servanda™.'* Ada juga yang
mengatakan bahwa grundnorm dalam hukum internasional adalah negara ha-
rus bertindak sebagaimana halnya menurut kebiasaan harus bertindak
(...Fundamental norm would seem to read that states ought to behave as they

¥ Mochusr Kusumastmadin., ap.cit (cal 6), hal. 48.
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have customarity behaved.') Menurut Hart, maka yang disebut dengan
basic norm bagi hukum internasional adalah;
‘States should behave as they have customarily behaved ... this is a mere
useless reduplication of the fact that a set of rules are accepted by states
as binding rules.'® - 4

J ika kita bandingkan maka sebenarnya teori Hart tentang norma dasar ini

hampir sama degan teori Grundnorm Kelsen, karena norma dasar sebagai
dasar terakhir segala hukum. Perbedaannya: Jika Kelsen Grundnorm diakui
sebagai norma "Hipotetis" sedangkan pada Hart Norma dasar itu merupakan
realitas. Pada Kelsen Grundnorm itu dipandang sebagai norma yang meng-
ikat batin manusia, sedangkan pada Hart norma itu berhubungan dengan pan-
dangan ekstern terhadap hukum." Pandangan Hart ini agaknya lebih dapat
dipakai untuk mengadakan pendekatan dalam hukum internasional. Terutama
pandangannya yang dikemukakan dalam bukunya "The Consept of Law™ ten-
tang kaedah primer dan kaerah sekunder, yang menurut Hart ini merupakan
inti pada sistem hukum (Legal system).”® Yang dimaksudkan dengan kaedah
primer adalah kaedah yang menentukan kelakuan subyek hukum, yaitu apa
yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Sedangkan yang dimaksudkan
dengan kaedah sekunder adalah memastikan syarat-syarat bagi berlakunya
kaedah-kaedah primer dan dengan demikian merupakan sifat yuridis dari
kaedah tersebut, ini lebih merupakan sifat prosedural.

Hart juga mengemukakan adanya kaedah petunjuk (rule of recognition).
Tentang kaedah petunjuk ini Hart mengatakan:'

.. this will be specify some feature or features possesion of which by a
suggested rule is taken as a conclusive affirmative to be supported by the
social pressure it exerts.

Dengan perkataan lain maka kaedah petunjuk itu adalah suatu test untuk
menentukan apakah suatu kaedah itu merupakan kaedah hukum atau bukan.
Hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya proses penciptaan atau tindakan
suatu kaedah hukum. Jika suatu kaedah adanya sesuai/cocok cara yang disya-
ratkan oleh kaedah petunjuk, maka ketentuan mengikat secara hukum. Vali-
ditasnya tidak perlu diragukan lagi. Kaedah petunjuk, dilengkapi dengan

' Van Hool, G.J.H., op, cif (cat 13), hal. 137.

1% Hart, H.L.A., The Conceps Of Law, Claredon Law Series, 1961, hal. 230.
* Theo Huijbers, op. cir (cat 11), 189.

® Hart, H.L.A., [bid, hal. 95.

W Ibid, hal. 92.
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kejelasan dan kepastian yang dibutuhkan oleh hukum untuk dapat memainkan
peranannya. Hart juga menunjukkan bahwa akan selalu ada kaedah petunjuk
yang terakhir (ultimate rule of recognition) yang merupakan dasar bagi
kaedah hukum yang lainnya. Kaedah petunjuk yang terakhir itu tidak memi-
liki sifat berlaku dan hanya merupakan kenyataan. Jadi kaedah petunjuk yang
terakhir ini tidak termasuk aspek intern hukum, tetap1 dapat dipastikan dari
sudut ekstern saja.®

Walaupun buku Hart itu dll‘l.l_]llka.n untuk memberi analisa pada sistem
hukum nasional, tetapi pada bab terakhir beliau membahas hukum interna-
sional. Menurut Hart bahwa hukum internasional tidak mempunyai kaedah
petunjuk. Meskipun beliau sendiri tidak menolak sifat hukum dari hukum
internasional. Kesimpulannya bahwa hukum internasional itu mengikat bukan
karena adanya validitas dari kaedah petunjuk, tetapl mereka menerimanya
dan berfungsi sebagaimana adanya. ,

Van Hoof” berpendapat bahwa pendekatan Hart pada hukum internasio-
nal lebih terbatas. Pendapatnya bahwa tidak ada kaedah petunjuk pada
hukum mternasmnal karena adanya kaedah petunjuk itu membumhkan badan
legisiatif,

Aliran Hart ini disebut dengan neo positivisme, yang oleh Van Hoof
disebut dengan positivisme yang struktural ,* :

2. Aliran Sociological hYuris;orua'ence

Aliran ini merupakan reaksi terhadap aliran positivisme yang dinilai oleh
aliran sociological yurisprudence terlalu formal dan kaku, ada jarak dengan
masyarakat.

Aliran Sociological Yurisprudence menitik beratkan pada adanya hubung-
an antara hukum dan masyarakat. Inti dari pemikiran aliran ini adalah:

Hukum yang baik adaloh yang sesuai dengan hukum yang hidup di

dalam ma.syara.lar _

Jadi. menurut Aliran ini menitik beratkan akan pentmgnya living law.

Rescoe Pound yang merupakan salah satu pemimpin aliran ini berpen-

* Menurut Hart Faktor pentaatan hukum ditentukan oleh faktor intemn, keyakinan dari subyek hukum
umuk mentastinya, dan faktor eketem, yaim behwa seeeorang menerima kaedah hukum tidak didaesrkan
pada dirinya sendiri, tetapi kerens kenyatasn yang lain menecimanya, fbid., hel. 96 juga hal. 36-87.

3 Van Hoof, G.JJ1., op.cit {cat 13), hal. 55.
B Ibid, hal. 46.
DLl Resjidi, op. cir {cat 6}, hal. 47,

. Agustus 1996
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dapat bahwa sociological yurisprudence lebih menitik beratkan pada.beker-
janya hukum itu dari pada isinya yang abstract. Menurut beliau bahwa
hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat-§ecara me-
nyeluruh sehingga membahagiakan masyarakat'yang bersangkutan. Konsep
initah yang menjadi-dasar pemikirannya bahwa hukum' sebagai alat untuk
pembahaman masyarakat (law as-a fool“of social engineering): ‘

‘Pengikut aliran Sociological Yurisprudence yang lain adalahBenyamin
Cardozo yang mengemukakan baliwa perlunya mémperhatikan pengaruh
sosial dan ekonomi perkembangan hukum:dan tetap mempertahankan aspek
non'natlf dari kaedah-kaedah hukum,*

. Huber yang juga merupakan pendukung aliran ini sangat penting peran-
annya dalam permulaan abad ini, karenia beliau telah menaruh perhatian pada
Hukum Internasional. Menurut beliau adalzh merupakan kenyataan bahwa
dari semua hukum, maka hukum intérnasional sangat dekat kaitannya dengan
stniktur sosial, karena-hukui internasional tidak mempunyai lembaga untuk
menerapkan “hukum secara bébas terlepas dari’ kemajuan subyeknya.”
Dengan - perkataan lain untuk- menunjukkan hukum yang berlaku dalam
hubungan antar negara tergantung-pdda negara tersebut. - :

"Pendapat lain yang menekankan kepada pentingnya: hubungan antara
hukum dan masalah-masalah sos:al dxkemukakan oleh De V:ssher 2 Behau
menyatakan sebagal benkut -

Every ru{e of positi ve mremanonal law thus presents two essential
aspecrs for critical examination on different planes: the degree in
which its content ‘corresponds' to social needs, and the accuracy of
its formal expression corpared with the practice of states ... Any
study of the action of power on international law therefore demands' :
Jmaw!edge of al! rhe soc:al reahnes

Dan uraian di atas Jelasla.h bahwa ahran Soc1olog|cal Yunsprudence ini
mempengaruhi hukum internasional, karena untuk memahamt hukum interna-
sional kita.harus jaga selain me‘m'pérhatikan hukiri positif juga harus mem-
perhatikan faktor-faktor diluar hukum,

_ M Cardozo, op.clt {eat 2), hal, 116-117.
1 Van Hoof, op..cir’ (cat 13), hat. 40,

- ™ D Vissher, Theory and Reality in Publle International Law, London, Oxford Umvcmly Preu,
1957, hel. 133,
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3. Policy-Oriented

Di Amerika pendekatan hukum dengan memperhatikan perkembangan
dalam masyarakat ini menimbulkan gerakan (movement) yang disebut dengan
American Legal Realism. Pemikiran-pemikiran pada gerakan ini tidak mem-
berikan perhatian pada masalah-masalah secara teoritis mengenai hukum dan
tidak memperhatikan aspek normatif hukum. Bagi mereka yang penting ada-
lah hukum yang diperlukan secara aktual. Jadi mereka seperti halnya aliran
Socnolog:cal Yurisprudence menitik beratkan-pada hukum yang hldup dalam
masyarakat.

Pendekatan sebagaimana dlkemukakan dl atas yang dlperlakukan terhadap
hukum internasional menimbulkan .gerakan dengan apa yang disebut the
"pollicy oriented™ yang dipelopori oleh Mc Dougal. Yang penting bagi pen-
dekatan pollicy oriented ini bahwa hukum adalah sebagai sarana untuk men-
capai tujuan akhir, jadi sebagai sarana untuk menggerakkan masyarakat ke
arah tujuan yang telah ditentukan. Dengan perkataan lain bahwa pendekatan
secara policy oriented ini maka Jebih menekankan pada hukum internasional
yang ada (is). Pendapat yang demikian lebih nyata dalam pernyataan beliau
(Mc Dougal) tentang peranan dari hukum internasional. Pendapat tersebut
adalah sebagai berikut: —

the role of international law ... the rea!isﬁc ﬁmctipn of rules of
Inrernational law considered as a who!e is "not mechanically to dic-
tate specific decision but to guide the attention of decision makers to
significant variable factors in typical recurring context of decision to
serve as summary indices to relevant crystalized community expecta-
tions and, hence, 10 permit creative and aa'apnve, instead of
arbitrary and irrational decision.”

Pandangan dari pendekatan Pollcy Onented ini menjadl leblh ]elas dalam
pemikiran mereka bahwa: . e
. International is a guide for sra:es when dec:ding on thelr way of
behawour rather than a command which rhey have to foHow %

Hal yang menonjol lainnya dari pendekatan Pollcy Onented ini adalah
penekanannya pada proses pembentukan hukum internasional. Dalam hukum

# Wan Hool, op.cit (ca1 13), hal. 42, [ihat juga Me Dougal, M. and Felliciano, F., Law and Mininnm
World Public Order : The Legsl Regulationa of Internations] Coercion, New Haven, 1351, hal, 57.

" ¥ Me Dougnl, Myers S, and Associates, Studies in World Public Order, New Haven: Yale University
Preas, 1960, hel. 170.
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internasional harus diperhatikan seluruh proses penguasa dalam menentukan
keputusan dalam percaturan dunia dan proses dimana penguasa dan pengawas
bersatu untuk penerapannya. Jadi penekannya tidak hanya pada peraturannya
sendiri atau penerapannya sendiri, tetapi pada peraturannya dan penerapan-
nya, demikian juga bukan pada penguasa (authority) sendiri atau pada peng-
awasan {control) sendiri, tetapi pada penguasa dan pengawasan. Pendapat ini
dikemukakan sebagai berikut:
. that international law be regarded nor as a mere rules but as a

wha!e prosess of authoritative decision in the world arena, a process

in which authority and “control are appropriately conjoined and

which include along with an inherited body of flexible prescriptions

explicitly related ro community policies, both a structure of estab-

lished decision makers and a whole arsenal of methods and tech- -

niques but which policy is projected and implemented.

Penerapan Policy Oriented ini dalam bidang Hukum Internasional, dalam
menelaah suatu masalah maka metode yang dipakai adalah: menelaah/mengi-
dentifikasi tipe-tipe masalah yang sering terjadi/umum terjadi yang meliputi
jenis-jenis dari pada gugatan-gugatan terhadap penguasa tentang masalzh-
masalah yang berulang-ulang yang biasa tejadi dalam suatu kebijaksanaan
yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat umum dan menempatkan
masalah-masalah ini di dalam proses kemasyarakatan. Kemudian dilanjutkan
dengan membahas dari setiap masalah yang utama/menonjol dengan mene-
rapkan berbagai macam teknis pendekatan Policy Oriented yang relevan
termasuk di dalamnya penjelasan-penjelasan terperinci serta rekomendasi dari
kebijaksanaan kemasyarakatan umum, penjelasan-penjelasan dari keputusan-
keputusan dimasa lampau terhadap masalah‘masalah yang sebanding peni-
laian-penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dikemudian hari
beserta keputusan-keputusan dan rekomendasi alternatif-alternatif terhadap
materi dan prosedur kebijaksanadn yang tepat untuk diterapkan dalam mem-
peroleh pemecahan sesvai dengan keinginan masyarakat,®

Pendekatan Policy Oriented ini pada dasarnya membahas terlalu jauh dan
berakhir dengan menyamakan hukum internasional dengan keseluruhan pro-
ses sosial dan politik dunia.

¥ Mc Dougal, Myres, Hacold D, Lasewell, Viasic lvan S, Law And Public Order in Space, New
Haven and London @ Yale University Press, 1964, hal. V.

Nomor 4 Tahun XXV




284 Hukum dan Pembangunan

4. Mazhab Sejarah

Lahlmya Mazhab ini sebagan reaksn terhadap aliran yang nmbul
sebelumnya, misalnya aliran hukum alam. Hukum Positif juga merupakan
reaksi terhadap pemikiran yang dikemukakan oleh Thibaut (seorang ahli
hukum perdata) yang ingin mengadakan kodifikasi bagi hukum perdata
Jerman yang didasarkan pada Code Napoleon (Perancis) Gagasan Thibaut ini
dikemukakan olehnya dalam pamflet yang bunyinya: "Uber Die Notwendigk-
eit Eines Allgemeinen Burgenlichen Rechts Fur- Deutschland”. Maksud
Thibaut untuk mengadakan kodifikasi ini antara lain demi adanya kepastian
hukum. Selain itu mazhab ini ada pengaruh dari Montesqueu tentang
pikirannya bahwa ada hubungan antara jiwa suatu bangsa dan hukumnya.
Pendapat Montesqueu diungkapkannya dalam bukunya "L’esprit de lois”.

Pelopor dari mazhab ini adalah Von Savigny sangat tidak sefuju dengan
pendapat Thibaut tentang kodifikasi ini, karena dengan adanya kodifikasi ini
berarti bahwa tidak ada hukum diluar undang undang. Menurut Von Savigny
maka hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh berkembang bersama masya-
rakat. Von Savigny menegaskan pendapatnya dan Recht wird nicht gemacth,
est its und wird mit dem Volke. Gagasan Von Savigny ini didasarkan pada
bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiap-tiap bangsa tadi masing-
masing memiliki suatu Volkgeist - jiwa rakyat. Volgeist ini berbeda
menurut tempat dan zaman, reahsasmya dapat dilihat datam kenyataan yang
berupa ada istiadat, bahasa dan sistem organisasi dalam masyarakat tersebut.
Volgelst ini merupakan ﬁlsafat hxdup suatu bangsa atau pola kebudayaan atau
kepribadian yang tumbuh akibat pengalaman dan tradisi dimasa lampau.®

Bagi Von Savigny maka hukum itu merupakan hasil perkembangan his-
toris masyarakat tempat hukum itu berlaku; jadi isi hukum. ditentukan oleh
perkembangan-adat-istiadat rakyat disepanjang sejarah; isi hukum ditentukan
oleh sejarah masyarakat manusia tempat hukum itu berlaku.”. Beliau juga
berpendapat bahwa untuk mengadakan pembaharuan hukum maka harus dila-
kukan dengan mengadakan penelitian yang mendalam tentang sejarahnya

Uraian diatas dapatlah kita perinci sebagai berikut:

1. Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat

Pertumbuhan hukum pada hakekatnya suatu proses yang tidak disadari

dan organis.”

* Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Bandung, Alumni, 1968, hal. 58.
M Surojo Wignjodipuro, ngamardandms -asas Adat, Bandung Alumni, 1973, hal. 62.
B Pumadi Purbacaraka, M Chidir Ali, Dlsfpﬂn Hukum, Bandung, Alumni, 1980, hal. 21.
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2. Hukum itu merupakan hasil perkembangan hlstons masyarakat tempat
hukum itu berlaku;

3. Hukum itu tidak berlaku umum, karena hukum itu didasarkan pada
pertumbubhan masyarakat tempat hukum ita berlaku;

4, Hukum itu terus berkembang sesual dengan perkembangan masyarakat
dimana hukum itu berlaku.

Masyarakat tidak statis dan terus berkembang - karena perkembangan

masyarakat yang sangat komplek akibatnya kesadaran hukum masyarakat
tidak dapat menjelma secara langsung, tetapi diwakili oleh sarjana hukum
untuk dapat merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis,
Bagi mazhab sejarah ini maka para ghli hukum merupakan alat bagi
kesadaran hukum masyarakat yang ditugasi untuk memberi bentuk kepada
bahan-bahan hukum yang mentah. Dengan demikian peranan ahli hukum
lebih penting daripada pembuat Undang-undang.®

Pikiran Von Savigny ini diteruskan oleh muridnya G. Puchta, walaupun
kedua-duanya menekankan ajarannya pada jiwa bangsa (spirit- of people),
namun dalam pembentukan hukum, mereka mengam’ml inspirasi dari hukum
Romawi dengan kondisi modern. W

Walaupun mazhab sejarah dari Von Savigny ini sangat luas pengaruhnya,
namun tetap mempunyai kelemahan-kelemahan. Yang penting adalah tidak
diberinya tempat bagi ketentuan-ketentuan yang sifatnya tertulis/perundang-
undangan. Jika hal ini kita hubungkan dengan masyarakat modern, maka
demi adanya kepastian hukum diperlukan hukum tertulis. Lebih-lebih dalam
masyarakat internasional maka demi kepastian hukum diperlukan hulcurn
tertulis.

Kelemahan yang lain adalah pokok pikirannya tentang kesadaran hukum
dan jiwa rakyat merupakan pengertian yang abstract. Demikian pula bahwa
menurut pendapatnya bahwa hukum yang baik adalah hukum Romawi, hal
ini jelas tidak sesuai dengan pikirannya bahwa hukum yang baik adalah
bersumber pada jiwa rakyat.

* Sajjipto Rahardjo, fimu Hukum, Bandung, Alumni, 1986, hat. 249,
* Pumnadi Purbacaraka, op.cir (cat 32), hal. 23.
1 1 li Rasjidi, op.cit (cat 13), hal. 37.
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1I1. Hukum Internasional Sebagai Sarana
Pembangunan Masyarakat Internasional

Dalam pendahuluan telah dikemukakan bahwa fungsi hukum olekh Moch-
tar Kusumaatmadja sebagai sarana pembangunan masyarakat. Oleh karena
hukum internasional termasuk pengertian hukum, maka dalam bab ini akan
dipaparkan bahwa fungsi hukum internasional adalah sebagai sarana
pembangunan masyarakat.

Untuk dapat- menjelaskan Hukum Internasional sebagal sarana pemba-
ngunan masyarakat internasional, maka dalam bab ini akan dicoba untuk
menerangkan bagaimana pendekatan secara. formal. analitis, sociological
yurisprudence, policy oriented dan mazhab sejarah dilakukan terhadap
hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Setelah itu baru akan
diterangkan bagaimana pendekatan diatas diterapkan pada hukum inter-
nasional sebagai sarana pembangunan masyarakat internasional.

1. Hukum Nasional sebagai Sarana Pembaﬁgunan Masyarakat Nasional

Pembangunan disini tentunya yang dimaksudkan adalah pembangunan
dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala bidang kehidupan masyarakat.
Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan-dan peranan hu-
kum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu ter-
jadi dengan teratur. Karena baik perubahan maupun ketertiban (atau
keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang
membangun maka hukum menjadi alat yang tak dapat diabajkan dalam pro-
ses pembangunan.® Dalam proses pembangunan itu peranan hukum adalah
sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Pendekatan positivisme atas hukum sebagai sarana pembangunan masya-
rakat, dalam proses pembangunan dimana hukum sebagai sarana penting
untuk memelihara ketertiban maka hukum harus dibina dan dikembangkan.
Dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia lebih ditonjolkan perundang-
undangan, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan.” Dari kenya-
taan diatas jelaslah bahwa dalam pembaharuan hukum di Indonesia, lebih
ditekankan pada bentuk yang tertulis. Jelaslah bahwa ini adalah pengaruh
dari aliran positivisme.

¥ Mochtar Kusumsatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Kangka Pembangunan Nasional, Lembaga
Penclitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran, Binacipta, 1986, hal. 3.

™ Mochtar Kusumastmadja, Hukum, Masyarakar don Pembingan Hukum Nasional, Lembaga
Penelitian Hukum dan Kriminologi Fekultes Hukurn - Universitas Padjadjaren, Binacipa, 1986, hal, 9.
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Hukum dalam bentuknya yang tertulis ini memberikan keunrungan—keun-

tungan sebagai berikut:

1. Lebih ada kepastian akan adanya stablhtas dan ketertiban

2. - Dengan tertulis maka akan lebih tegas apa yang dimaksudkan

3. Walaupun dalam bentuk tertulis maka harus mencerminkan hukum yang
sesuai dengan nilai (rasa keadilan) dalam masyarakat,

Pembaharuan masyarakat déngan cara pembaharuan hukum' terutama
melalui perundang-undangan dan yang dipakai sebagal pedoman penentuan
prioritas adalah perundang-undangan yang menunjang usaha pembangunan.
Proses pembentukan undang-undang ‘harus dapat menampung semua yang
erat hubungannya dengin masalzh- yang: dlatur dalam Undang-undang 1tu
merupakan hukum yang efektif. ‘

Hukum yang efektif adalah hukuim yang validatasnya tldak dxragukan lagi
dan ini harus cocok dengan apa yang dnsyaratkan dalam kaedah petunjuk
yang terakhir. Kaedah petunjuk yafig terakhir ini bagi Indonesia adalah
Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia akan menjadi
sumber - inspirasi dan menjadl penuntun ke arah yang hendak dll‘ujll oleh
hukum nasional,*®

" Hukum ‘tidak saja sebagai kaedah tetapi Juga-sebagal sarana pemba-
ngunan. Teori ini merupakan modifikasi dan adaptasi daripada teori Roscoe
Pound, yang mengemukakan bahwa hukum adalah alat yang ampuh untuk
mencapai pembangunan masyarakat (a tool of social engineering). Dalam
peémbuatan perundang-undangan hendaklah dxperhatlkan apa’ yang hldup
dalam masyarakat: Hukiini positif yang baik adalah hukum yang sesuai
dengan “living law” yang merupakan "inner order” masyarakat dan ini
mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat (ini' merupakan inti
pemikiran Eugen Ehrlich). Hukum pun harus peka terhadp p’erkembangan
masyarakat ‘dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau'menyesualkan diri
dengan keadaan yang telah berubah (péndapat Northrop). Hal yang demlklan
telah terdapat dalam alam pikiran bangsa Indonesia.”

Jadi jelaslah bahwa pembuat-perundang-undangan pada masyarakat yang
sedang membangun harus mengetahui interaksi -anfara hukum dan faktor-
faktor lain dalam perkembangan masyarakat, misalkan faktor ekonomi dan
sosial. Dengan demikian harus diadakan analisa fungsional dari sistem
hukum sebagai keseluruhannya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, maka

® Abdul Bari Azed, Allran Soclelogical Yurisprudence Dan (lta-cita Pancasita di Bideng Hukim,
op. cit. (cat. 12}, hal. 93.

® Mochtar Kusumasimadja, op.cif (cat 37, hal. 5-6, -
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kesukaran yang-dihadapi dalam perkembangan hukum sebagai snatu alat

pembaharuan masyarakat yang dijalankan secara: berencana dan dapat

digolongkan tiga sebab kesulitan sebagai berikut: | |, |

1. Sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum (pembaharuan)

2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu
analisa secara deskripsi dan predik-tif ,

3. Sukarnya mengadakan ukuran yang . obyekuf untuk .mengukur
.berhas:lltldaknya usaha pembaharuan hukum.®

Kesukaran kesukaran tersebut dl atas menyebabkan pemlhhan kebuaksa-
naan perkembangan hukum dllakuka.n tidak didasarkan pada alasan rasional.
Walaupun adanya kesukaran-kesuKaran tersebut namun pembangunan harus
ada perubahan dan kadang-kadang perubahan tersebut merupakan perubahan
yang mendasar, tetapi dalam gerak-perubahan itu harus tetap terpeliharanya
ketertiban. Oleh karena itu hukum sebagai sarana yang penting dalam meme-
lihara ketertiban harus dlbma dan dikembangkan, sehingga dapat memberi-
kan gerak bagi perubahan tadl Oleh karena itu hukum sebagai sarana yang
penting dalam memeliiara ketertiban harus dibina dan dikembangkan,
sehingga dapat memberikan gerak bagi perubahan tadi.- Bagi Indonesia maka
konsepsi hukum sebaga: ‘alat pembaharuan haruslah merupakan landasan
kebijaksanaan hukum dan’ harus dirumuskan secara resmi, dan perumusan
resmi-ini haruslah merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia.

. Dalamt Bab II telah dikemukakan bahwa Jbagi para pemikiran.dari aliran
pollcy oriented, hukum adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir,
jadi sebagai .sarana untuk menggerakkan masyarakat ke arah tujuan. yang
telah dltenmkan Serta penekannya pada. proses pembentukan hukum. ;

Pandangan tersebut di atas ada pengaruhnya pada pembangunan hukum
di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) yang mengenai garis-garis besar- kebl_laksanaan dlbldang hukum,
yang menentukan:

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menam-

punglkeb_uruhan hukum—kebumhan hukum sesuai dengan kesadaran -

hulum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-
tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai -
ketertiban dan kemajuan. dan kepastian hukum sebagai prasarana.-
yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembmaan kesatuan
bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan

* Mochtar Kusurnasimadja, ap-cit (Cal 36), hal. 4-5.
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modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh ., *
Menurut Mochtar fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang berfungsi
. sebagai sarana pembaharuan atau ... sarana pembangunan dapat dikemu-
kakan pokok-pokok pikiran sebagai benkut
. hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat didasarkan

: atas anggapan bahwa keteraturan atau ketertiban dalam usaha
pembangunan atau pembaharuan itu merupakan suatu yang diingin-
kan atau bahkan dipandang (mutlak) periu.

. Anggapan lain yang terkandung dalam- konsepsi hukum sebagai
sarana pembaharuan “adalah bahwa hukum dalam arti kaedah' atau
peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat- (pengatur) atau

' sarana pembangunan dalam arti penyalur arah- kegiatan manusia
kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pémbaharuan:

Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum
disamping fungsinya yang tradnsnoml yakni menjamm adanya
'kepastian dan kelertlban ? :

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perun-
dang-undangan atau keputusan badan peradilan lebih baik daripada perubahan
yang tak teratur yang menggunakan kekerasan semata-mata. Perubahan
hukum melalui perundang-undangan mengalami kesulitan terutama kesulitan
untuk menetapkan secara pasti dan' rasional prioritas yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini menurut Prof. Mochtar bahwa pedo-
man untuk menentukan prioritas adalah perundang-undangan yang menun-
jang usaha pembangunan.
Dalam mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang perlu mendapatkan
prioritas perundang-undangan adalah: :
a. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang
© dan erat hubungannya -dengan kehldupan budaya -dan sprmtual
masyarakat.
b. Masalah-masalah yang bertallan dengan masyarakat dan kemajuan pada
umumnya bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan.
Yang dimaksudkan dengan bidang-bidang netral adalah misalkan hukum

perseroan, -hukum kontrak (perikatan) dan hukum lalulmtas (darat, a:r dan -

udara) lebih mudah ditangani.

4! Lihat GBHN tahun ....... tentang |andasan dan alau dasar-dasar pokok kebijaksantan hukum
nagional. AR

< Mochlar Kusumaatmadja, op.cic (cat 38), hal, 13.
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Dalam proses pembentukan perundang-undangan harus dapat menampung
seluruh hal yang erat hubungannya (relevant) dengan masalah yang akan
diatur. Dan dalam penerapannya perlulah diperhatikan lembaga-lembaga dan
prosedur-prosedur yang diperlukan untuk penerapannya. Jadi disini harus
memandang hukum sebagai perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur
kehidupan manusia dalamn masyarakat, juga harus mencakup lembaga
(instansi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum it dalam
kenyataan. Uraian diatas menunjukkan adanya pengaruh pemikiran hukum.

Pengaruh Mazhab Sejarah pada pemikiran hukum dalam pembangunan
adalah pemikiran bahwa hukum sebagai sarana pembangunan haruslah tidak
perlu ada pertentangan antara maksud mengadakan pembaharuan -hukum
melalui perundang-undangan dengan penya]uran nilai-nilai atau aspirasi yang
hidup dalam masyarakat.

Sikap demikian juga dianut oleh pemermtah dalam menjalankan kebuak-
sanaannya dlbldang hukum sebagaimana tercantum dalam GBHN. Dalam
hubungan ini adanya pertanyaan praktis apakah suatu ketentuan hukum yang
hendak kita tetapkan itu sesuai dengan "kesadaran hukum masyarakat dan
siapakah yang mengungkapkannya?

Jawaban atas pertanyaan ini, menurut Mazhab Sejarah dan aliran Sosio-
logical Yurisprudence, karena masing-masing ini walaupun tak dapat mene-
rangkan secara memuaskan apa yang.dimaksudkan dengan "volkgeist™ atau
nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menurut mereka pada analisa
terakhir merupakan hakekat daripada hukum dalam arti yang sebenar-
benarnya.

Dasar pokok hukum namonal Republ:k Indonesia ialah Pancasila. Hal ini
sampai sekarang dianut dan dianggap tepat karena merupakan pencerminan,
jiwa, pandangan hidup dan cara berpikir bangsa. Pancasila merupakan
pandangan hidup bangsa Indonesia sejak dulu. Hal ini dapat kita lihat dalam
pidato Presiden R.I. pada Pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 22 Januari 1974. Dalam pidato itu
Presiden mengungkapkan sebagai-berikut: -

. semangat dan arah pembangunan hukum di Indonesla disamping
,berkembang diatas asas-asas hukum yang universal haruslah tetap
bercorak Indonesia. Warna dasar dari corak itu-adalah pandanpan
hidup dan cita-cita kemasyarakatan kita sendiri, Pancasila.®

2 Mochlar Kusumasimadia, op-cir, {cat 37), hal. lampiran.
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Pengaruh mazhab sejarah ini sangat besar di Indonesia terutama dalam
mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kebuda-
yaan (asli) Indonesia. Hukum adat itu sesuai dengan jiwa dan kepribadian
bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila, karena -itu maka ja mampu
bertahan selama tiga ratus tahun penjajahan Belanda.* Hukum- adat itu
sendiri tidak menolak pembaharuan, bahkan peka terhadap perkembangan
masyarakat. Bahwa hukum itu harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang
telah berubah, telah dianut oleh alam pikiran Indonesia. Oleh Mochtar
Kusumaatmadja ditunjukkan dengan adanya pepatah Minangkabau, seperti:
"sekali ada gadang, sekali tapian beranjak”, (adat berubah mengikuti keadaan -
masyarakat), Namun perubahan itu bukan asal perubahan, tetapi perubahan
tetap ada hubungan dengan (keadaan) yang lama, hal ini digambarkan depgan
pepatah: "walaupun beranjak, dilapiak sa’alai juo". Agar adat itu tetap muda,
harus disesuaikan dengan-keadaan, hal ini dikemukakan misalkan dalam
pepatah: "usang-usang diperbaharui, lapuak-lapuak dikajangi".“

- Jadi jelaslah bahwa untuk mengadakan pembaharuan hukum dalam
rangka pembangunan tidak perlu ada pertentangan antara maksud untuk
mengadakan pembaharuan hukum meldlui perundang-undangan dan penya-
luran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

- Hukum sebagai sarana pembangunan (nasional) yang kami uraikan diatas
akan dicoba untuk' dicoba diterapkan dalam ‘Suasana mternasmnal dan ml
akan dluralkan pada uraian dlbawah ini.

U.--‘ 4

2. Hulum Inremaswnal sebagaz .S'arana Pembangunan Masyarakar
[n:emas:onaf '

" Dalam Bab Pendahuluan telah dinyatakan bahwa pengenian hukum dalam
"hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat" termasuk hukum interna-
sional. Dengan demikian maka hukum internasional berfungsi sebagai sarana
pembangunan ‘masyarakat internasional. Dalam ‘vraian dibawah ini akan
dicoba menerangkan pentingnya fungsi hukum mtemasmnal sebagal sarana
pembangunan masyarakat internasionat, :

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat mtemasmnal yang merupa-
kan landasan sosiologis dari hukum internasional dan sebagai masyarakat

4 Soebekti, Bebernpa Pemikimn mengenai sistem Hukum Nagional yang Aken Datang, Awlaim dan
Pembangunan, No. 4 hun IX, Juli 1979, Fakultas Hukum Universitas Indonesin, hal. 358.

3 Mochtar Kusumaatmadja, op.clt {cat 37), hal. 6.

Nemor 4 Tahun XXVI




292 Hukum dan Pembangunan

maka masyarakat internasional juga mengalami perubahan-perubahan dari
waktu ke waktu. Perubahan-perubzhan yang menyolok adalah perubahan-
perubahan peta bumi politik yang terjadi terutama setelah Perang Dunia II.
Setelah Perang Dunia kedua, maka timbullah negara-negara baru yang mer-
deka yang sejajar satu sama lainnya. Sebelum Perang Dunia II, maka dunia
dikuasai oleh negara-negara besar yang mempunyai wilayah jajahan diluar
wilayah negaranya. Dengan timbulnya negara-negara merdeka itu, maka hu-
bungan antara masyarakat internasional didasarkan pada asas-asas kemer-
dekaan, kedaulatan dan persamaan derajat antara anggota masyarakat inter-
nasional, sehingga terjelma hukum internasional sebaga1 hukum yang sifatnya
koordinatif. -

Perubahan lainnya dalam masya:akat mtemasnonal setelah Perang Duma
I adalzah tlmbulnya organisasi-organisasi internasional. Organisasi-organisasi
internasional ini keberadaannya terlepas daripada negara. “

T|mbulnya organisasi-organisasi internasional, mempunyax .dampak lang-
sung pada struktur masyarakat internasional yang semula hanya terdiri dari
hubungan antar negara yang berdaulat, Timbulnya organisasi-organisasi
internasional, sebagai anggota masyarakat internasional, dimana hubungan
antara masyarakat internasional diatur oleh hukum internasional. Masyarakat
internasional pada saat ini tidak identik dengan masyarakat antara negara.

Disamping perkembangan struktur masyarakat internasional itu sendiri,
maka kemajuan teknologi mempunyai akibat. yang besar pada masyarakat
internasional. Sebagai contoh kemajuan dalam bidang teknologi angkasa yang
memungkinkan orang mendarat ke bulan, memberi pengaruh tertentu pada
timbulnya pengaturan internasional pada bulan, ditemukannya Geo Stationary
Orbit sebagai tempat yang ideal untuk menempatkan satelit komunikasi,
menimbulkan permasalahan apakah perlu pengaturan khusus untuk hal itu.
Demikian pula.ditemukannya teknologi tentang pengolahan sumber daya
alam dilaut telah menyebabkan perubahan-perubahan besar dalam konsep-
konsep hukum laut. Demikian pula penemuan-penemuan baru dalam tekno-
logi persenjataan, mengharuskan peninjauan kembali atas hukum perang.

- Perubahan-perubahan dalam masyarakat internasional ini menyebabkan
juga perubahan-perubahan dalam konsep-konsep hukum internasional. Perta-
nyaan yang timbul adalah dapatkah hukum -internasional sebagai sarana
pembangunan masyarakat' internasional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dicoba dengan meng-

% Yang dimaksudkan dengan organisesi imernasional disini ‘adaleh organizasi internasional dalam
pengertian hukum internasional publik (governmental organisation). -
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adakan pendekatan yang telah dikemukakan diatas. '

Lebih dari-seratus delapan puluh negara baru yang telah’ menjadl anggota
dari masyarakat ‘internasional ini, permasalah yang dihadapi oleh negara-
negara baru ini adalah membangun negaranya untuk mengejar ketinggalan-~
nya. Dalam hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya
mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa hukum internasional yang meng-
atur hubungan antar masyarakat internasional itu adalah hukum yang bersifat
Eropa/Amerika.* Permasalahannya apakah mereka akan menerimanya.
Ternyata banyak ketentuan-ketentuan dalam hukum' internasional itu yang
tidak sesuai dengan kepentingan, oleh karena ‘itu mereka menentukan
kebijaksanaan untuk memperlakukan hukum internasional itu dengan memi-
lih, Mereka- tidak bermaksud untuk menolak hukum internasional yang kon-
vensional itu seluruhnya, tetapi mereka menolak hukum internasional yang
tidak serasi dengan kedudukannya sebagai negara merdeka. Negara-negara
baru ini menghendaki norma-norma hukum internasional yang didasarkan
kepada persamaan, keadilan dan berdasar moral dan kemanusiaan.

Perubahan-perubahan yang mendasar yang mengakibatkan perubahan
struktur hulum- internasional -mendesak adanya pengaturan-pengaturan
internasional yang merupakan harmonisasi pelbagai kepentingan dalam
masyarakat internasional. Pengaturan-pengaturan yang demikian dituangkan
dalam perjanjian mtemasnonal dengan apa yang disebut dengan "law making
treaty”.

Perjanjian-perjanjian mtemas:ona] merapakan sumber hukum interpa-
sional yang sangat penting. Melalui perjanjian-perjanjian internasional inilah
negara-negara berkembang dapat ikut berbicara dan memperjuangkan peru-
musan hukum internasional yang sesuai dengan kepentingannya. Misalkan
diterimanya Konvensi Hukum Laut ketiga tanggal 10 Desember 1982, setelah
melalui sidang-sidang yang panjang sejak tahun 1973, Konvensi Hukum Laut
int merupakan sebagian besar merupakan konsensus umum dan merupakan
pengaturan hukum yang sangat Komprehensif (terdapat 360 pasal). Disam-
ping itu banyak perjanjian-perjanjian internasional (konvensi) yang meru-
pakan kodifikasi dari hukum- kebiasaan, seperti misalkan Konvensi Wina
tentang hubungan Diplomatik, 18 April 1961. Konvensi Wina tentang Per-
janjian Internasional, 22 Mei 1969. Konvensi Wina tentang Penggantian
Negara, 23 Agustus 1978, Konvensi Wina tentang Penggantian Negarea
dalam bidang, Hak Milik, Arsip dan Hutang-hutang Negara, 7 April 1983.

7 Untuk mengetahui sejarah pertumbuhan hukum intemasional ini bacalsh, Nussbaum, Arthur, A
Concise History of The Law of Nadons New York: The Mac M‘llan Company, Thicd Pnntmg 196[ hal.
61-64.

Nomor 4 Tahun XXVI




294 Hukum dan Pembangunan

Disamping itu banyak ketentuan-ketentuan baru yang merupakan kemajuan
yang perlu dicatat datam:perkembangan ‘Hukum Internasional, misalkan
seperti: Huku dalam bidang Ruang Angkasa (Space Treaty), 1967, Disusul
dengan perjanjian-perjanjian lainnya; misalkan Agreement on the Rescue of
Austronauts, The Return of Austronouts and the Return of Objects Launched
Into Outer Space, London, Moscow, Washington, 22 April 1968. Conven-
tion cocerning the Registration of Objects Launched into Space for the
Exploration or Uses of Outer Space, Oktober '1975; Moon Treaty, 1979,

Perkembangan - baru .dalam bidang hukum Humaniter, misalkan dite-
rimanya Protokol Tambahan 1977 yang merupakan protokol tambahan Kon-
vensj-Genewa 1949, Merupakan kemajuan besar dibidang hukum humaniter.
Konvensi tetnang pencegahan penggunaan senjata-senjata tertentu (tahun
1980). Jika perkembangan-perkembangan. tadi kita, tinjau dari segi aliran
positivisme, maka konvensi-konvensi diatas adalah. merupakan -hukum
internasional . positif, - karena hukum internasional- dalam logika bisa
dikembalikan kepada suatu sistem hukum yang untuk berlakunya tergantung
pada fakta bahwa negara-negara telah menyetujuinya. Dan ini merupakan
faktor ekstern, yaitu masyarakat internasional menerimanya dan herfungsi
sebagaimana adanya.

Untuk dapat mengem perkembangan perkembangan baru dalam hukum
internasional itu barulah dapat kita mengerti jika kita meninjaunya dengan
memperhatikan seluruh proses pembentukannya.

Adalah tepat apa yang dikemukan oleh-Milan Bulajie.*® e
. It is-vital to understand that all the problems. preva.’enr in :he 2
modern world are joint and Common problems. Taking a long time -
view, from tha year 2000 forward into the next.century, not, gfter

. jointly, in the common interest. Internarional has must a vital role as

an auxilary to political law and econon;:c sertlement in the world. -

Apa yang dlkemukakan oleh M:Ian Bulajie dlatas sebenarnya tldak ber-,
beda dengan pendekatan -hukum internasional yang -dikemukakan oleh Mec:
Dougal dengan teorinya."Policy Oriented”. Dalam meninjau perkembangan
hukum angkasa, misalkan maka pendekatan secara policy oriented itu dapat,
memberi pedoman bagi kita untuk mengerti hukum angkasa dengan-baik,’
karena kita akan mengerti hukum internasional yang seharusnya (ought).
Sebagaimana kita ketahui- bahwa pendekatan dengan policy.oriented, maka
diterapkan pendekatan sebagai berikut:

“ Bulsjie, Milan, Principles of Internasional Development Law, Martinus Nijhoff, 1986, hal. 11. -
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—

identifikasi masalah/inventarisasi masalah.
2. di dalam identifikasi dan inventarisasi ini diperinci seberapa jauh
frekwensi dari proses terjadinya kasus-kasus proses-proses-dan rumusan
. hukum yang dipergunakan sebagai dasar dari penyelesaian kasus/proses.
3. mengadakan analisa dari- sumber-sumber yang telah dikumpulkan- tadi
khususnyamengenai alasan daripadaterjadinyakasus/kasus/proses-proses
tadi. ' ' k

Berdasarkan hasil analisa dari proses diatas maka tugas para ahli yang
sangat penting adalah untuk membentuk perumusan hukum dan untuk
memberikan saran kepada pihak yang berwenang.®

~ Sebagai contoh pendekatan secara policy oriented misalkan pada Hukum
Angkasa. Usaha eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa mencakup bidang
yang sangat luas dan karena pentingnya usaha-usaha ini, maka negara-negara
di dunia memandang perlu bahwa segala kegiatannya di ruang angka ditam-
pung dalam wadah hukum, Hukum Angkasa yang dibentuk-ini tidak hanya
tentang hukum pada saat ini saja, tetapi kemungkinan pengaturan pada masa
yang akan datang.® - _

Perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat internasional men-
dorong perumusan-perumusan hukum yang dituangkan dalam konvensi-kon-
vensi internasional sehingga terbentuklah hukum internasional yang mengatur
masalah-masalah apa yang kita kenal sebagai progressive development.
Konsep hukum ini adalah sesuzi dengan apa yang telah dikemukakan oleh
mazhab sejarah yang menekankan bahwa hukum itu berkembang dan tumbuh
di dalam masyarakat dan merupakan hasil perkembangan sejarah masyarakat
(internasional). T

Jika perkembangan dalam hukum internasional ini kita tinjau dari segi
pandang Roscoe Pound, jelaslah bahwa perkembangan-perkembangan dalam
hukum internasional dengan progressive developmentnya merupakan hukum
yang diperlukan oleh masyarakat internasional. Sebagai contoh misalkan
Deklarasi PBB tentang Orde Ekonomi Internasional Baru, adalah suatu usaha
untuk mencoba menjembatani kepentingan yang berbeda dalam bidang eko-
nomi antara negara industri (utara) dan negara ketiga (selatan).

* Mc Dougal, Myres dan Lasswell, Harold D., The Idenficarion And Appraisal of Diverse Systems
af Public Order, dalam buku Myres Me Dougal snd Associates, New Haven, New Haven Press, 1987,
hal. 36-38.

* Baca Priyatna Abdurrasyid, Pengoniar Hulum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, Bandung,
Binacipta, 1977, hal, 15-29.
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Jadi hukum tidak hanya dipandang sebagai kaedah saja tapi mempunyai
dimensi yang lebih luas yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat —-
atau lebih jelasnya, hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.

Dalam lingkup internasional maka hukum internasional sebagai sarana
pembangunan masyarakat internasional, selain berfungsi sebagai pemelihara
ketertiban dan keadilan. Dengan perkataan lain bahwa hukum internasional
yang dituangkan dalam konvensi-konvensi yang telah merupakan. hasil
konsensus masyarakat internasional harus membantu proses pembangunan
masyarakat internasional.

v, Kesimpﬁlan

Masyarakat internasional yang merupakan landasan sosiologis dari
hukum internasional bukan merupakan masyarakat yang statis, tetapi
merupakan masyarakat yang berkembang. Perkembangan-perkembangan baru
masyarakat internasional ini membutuhkan. adanya penataan baru, dalam
bidang hukum (internasional). Untuk dapat memahami hukum internasional
itu maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan: analisa
social yurisprudence, Policy Oriented. Dengan mempergunakan cara pende-
katan ini maka mudahlah kita memahami bahwa hukum internasional tidak
hanya sebagai kaedah saja, tetapi sebagai norma yang hidup dalam
masyarakat.

Perkembangan-perkembangan baru -dalam hulcum 1nternasnonal yang
berupa konvensi-konvensi internasional yang merupakan penuangan per-
kembangan-perkembangan dalam masyarakat internasional dalam wadah
hukum. Hal ini kita kenal sebagai progressive development merupakan
indikasi bahwa hukum internasional sebagai hukum yang hidup dalam
masyarakat internasional sesuai dengan.jiwa masyarakatnya. Jadi jelaslah
bahwa hukum internasional bukan merupakan hukum yang mati (black letter
law), namun merupakan hukum yang hidup (living law).

Terlepas dari kelemahan-kelemahan hukum internasional jikad 1band lingan
dengan struktur hukum nasionla, namun hukum internasional tetap dibutuh-
kan oleh masyarakat internasional sebagai kaedah yang mengatur hubungan-
hubungan diantara mereka. Hukum Internasional dapat merupakan sarana
yang dapat mengharmonisasikan pelbagai kepentingan masyarakat inter-
nasional yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah hukum internasional yang
dapat diterima oleh masyarakat internasional. Melalui perundingan-perun-
dingan untuk dapat mengharmonisasikan kepentingan-kepentingan yang ber-
beda itu, negara-negara berusaha agar kepentingannya yang bahkan telah
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merupakan - hukum nasional dapat diterima sebagai kaedah dalam hukum
internasional. Sebagai contoh konsep Wawasan Nusantara yang telah diper-
juangkan melalui konferensi hukum laut yang ketiga, telah diterima sebagai
kaedah hukum internasional.

Melalui organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat universal
(seperti PBB) ataupun melalui organisasi regional (seperti MEE, ASEAN dan
lain-lain) negara-negara saling membicarakan permasalahan-permasalahan
yang dihadapi, sehingga dapatlah dicapai kesepakatan untuk mengharmonisa-
sikan kepentingan-kepentingan yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum
internasional yang diterima oleh mereka.

Menyadari bahwa masing-masing bangsa mempunyai hukumnya sendiri
yang sesuai dengan jiwanya (volkgeist), memang tidak ada hukum yang
berlaku secara universal, namun setidak-tidaknya ada titik taut yang sama
dalam kepentingannya terutama dalam kebutuhannya untuk berhubungan
dengan anggota lain dalam masyarakat internasional ini, maka antara
mereka, misalkan satu kawasan, mencoba mengadakan harmonisasi hukum
nasionalnya. Sebagai contoh harmonisasi ini misalkan harmonisasi antar
hukum nasional anggota ASEAN, masyarakat tunggal Eropa.

Dalam hukum internasional ada kaedah-kaedah yang dapat diterima oleh
masyarakat internasional secara umum, yaitu yang dikenal sebagai kaedah
jus cogen. Pelanggaran terhadap kaedah jus cogen ini dapat menimbulkan
reaksi yang keras dari masyarakat internasional, karena pelanggaran techadap
kaedah ini menyentuh rasa keadilan masyarakat internasional.

Peninjauan atas hukum internasional misalkan suatu konvensi, tidak dapat
hanya kita tinjau dari segi kaedahnya saja, namun harus kita tinjau dari
seluruh proses pembentukannya. Dengan menelaah seluruh proses pemben-
tukannya ini, maka dapatlah kita mengerti betul kaedah tersebut,

Dengan uraian diatas dapatlah kita-mengerti, maka fungsi Hukum Inter-
nasional sebagai sarana pembangunan Masyarakat Initernasional.
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